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Balwva tertib -administrasi dan pendayagunaan barang dilzm me
nunjeng pelaksanaan Otonormi D‘aerah sosual dengan hak, wewe-
nang dan tanggurg jawab meting-masing Daerah berdasirkan Pera-
turan Perundang-undangan yang berlzku belum terlaksanz sebageai-
manz mestinga, maka dipandang perlu adanye petunjuk pelaksa.

naan pengelolaannya.

1. Undangundieng No. 72 Tahun 1957 tentang Penetzpan Un-

’ danqundang Darurat No. 19 Tahun 1955 tentang Penjuzlzn
Rumah Negeri kepzda Pegawai Negeri sebagai Undangua-’
dang: :

2. Undangundang No. 5 Tahun 1960 teatang Peraturaa  Desar
Pokok-pokok Agraria;

3. Undangundang No. S Tzhun 1962 tentang Peruszhaan Dae-
rah;

4. Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentyan
ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daecah; :

5. Undzngundang No, 5 Tahun 1974 tentzng Pokok-pokck
Pemerintahan di Daecah ;

6. Uadingundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaan: ¢

7. Peraturan Pemerintah MNo. 46 Tahun 1971 1entang Penjualen

Vendacaan perareng2n Dines Milik Negarz:
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1.
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13.

14.

15.

16.

18.

19,

Peraturan Pemerintah No IG Tahun 1974 1entang Pelaksa-

nan Pcn;ualan Rumah Negen

Peraturan Pcmermtah NB. S Tahun 1975 tentang Pengurusan,

. pcnanggung;awaban dan Pengawasan Kevangan Daerah;

Pecaturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 1entang Cara Pe-

‘nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak -

sanzan Tata Usaha _Keuangan Dzerah dan Penyusunan Per-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Eelania Daerah;
Keputusan Presiden Republik.Indonesia No. 13 Tahua 1374
tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Neo. 40 Tahun 1974
tentang Tata Cara Penjualen Rumah Negeri:

Keputuszn Presiden Republik ladonesia No. 14 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
Qara;

Instruksi Presiden Repubdik !ndoaesia No. 9 Tshun 1970
tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan bzrang-ba-
rang yang dimiliki/dikuasai Negara, beseria peraluran-pera-
turen pelsksanaannya;

{nstruksi Presiden Republik 1ndones:a No. 3 Tahun 1971
tentzng laventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan
Necara jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP-Z25/MK/V/4/1671 tentang Pedoman Pelzksanaan
Tertib inventarisasi barang-barang mitik Negara/kekayaan
Negara;:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1973 tentang
Pembagian Uang Pemasukan: Pemberian hak atas 1anzh;
Persturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1875 tentang
Contohcontoh Cara FPenywsunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dae-
rah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dzerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. H Tshun 1978 lemang
Pelaksanaan- Tuntutan Perbendaha.aan dan” Tuntutan Ganti
Augi Kevangandan Matecial Dacerzh;

Keputusan bienteri Dalam Negeri No. 102 Tshun 1979 tea-

tang Pelaksanazn Anggiran Pendapatzn €23n Belznja Daerah,

tiemperhatikan

iasil Rapat_Kerja Gabungan Terbatas Kepalz Birs Perbekatan
'dan Perawatan Materiil Daerah Tingkat 1§ dan Kep;aiB_iro Keu-
angan Dacrah Tingkat | bulan Januari 1979 di Jakam dan hasil
-Musyavarah Kerja ke-Vil Bank Pernbangunan Dzerahdan Konsul-
125i Brvo Kevzngan Daergh Tingkat 1 sefurub tndoresia- bulan
Juni 1978 di Ujung Pandang. '
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MEMUTUSKARN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGER! TENTABG PELAK-
SANAAN PENGELOLAAN BARANG PEMERINTAEDAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1. Pasal 1.

Dalam Pecaturan Menteriini yang dimaksud dengen :

a.

Pemerintah Daersh izlzh Pemerintah Propinsi Daeran Tingkat | 21awPemerintzh
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1;

Kepala Daerab ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 ztau Bupati¥alikotama-
dya Kepala Daerah Tingkar 1);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialsh Dewan Perwakilan Rakyat Omrzh Propin-
si Daerat'n Iingkai ! 21a3u Dewan Perwakilan Rakyat Dzerzh Kabupaen/Kotama-

dya Daerak Tingkat II;

Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Caerah Prognsi Daerab

:mgkat I 2tau Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadyz Berzh Ting-
atll

Sekretaris Wilayah/Dacrah ialah Sekretacis Wilayah/Daersh Tingkat 1atau Sekre-
laris Wilayah/Oaersh Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 1t: ’

Sekretariat Dewan ialah Sekretariat Dewan Penwakilan Rakyzt Daeah Propinsi
Daerah Tingkat { atau Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat [1; '
Sekretaris Dewan iatah Sekretaris Dewan Perwakilan Rekyat Daesh Proping
Daerzh Tingkat 1 avay Sekretaris Dev.an Perwakilan Rakyal DaerzhbKabupaten/
Kotamadya Daerzh Tingkat 1f; 4

Bira PecbekelanfBagizn Umum izlzh Biro Perbekalzn din Peravaien Materiil

cadsn SekvitamoSitaya /Dot Tingkat 1 213y Bagion Umum, Kubungan ha.



sy arakat darn Protokol pada Sek;eiariat WilaﬁhIDae-:ah kabupatcnl!’imamadya
Daerah Tingkat I1; ‘

Kepalz Biro Perbekatan/tepata Bagian Umum iatah Kepala Biro Perbekatan dan
Perawalan Miaterill pada Seksetariat Wilayah/Daerah Tingkat { atau Kepzla Bagian
Uraum, Hubwngan Masyarzkat dan Protckol pada Sckretariat Wilayah/Daerah Ka-
bupatenfKot. amadya Daerah Tingkat 1;

Kepalz- Keuaingan ialah Kepala Biro Kevangan pada Sckretanal Wilayzh/Daerah
Tingkst 1 atau Fepala Bagian Keuzngan pada Sekretariat Wilayzh/Dzerah Kabu-
patenf/Kotamadya Daerah Tingkat {I; )

Beridaharawain ialah Bendzharaw:n padz Sekrelariat Wilayah/Daerah Tingkat |
atasa pada Sekretariat Wilayathaérah Kabupatén/Kotamadya Daerzh Tingkat Il
atz u pada sat:uan kerja Pemerintah Daerah lainaya ser1a pada Proyek:

Berndahatzwamn barang.ialah Bendsharawan Bararg pada Biro Perbekalan Sekreta-
“riat Wilayah/Dzerah Tingkat | 2taw pada Bagian Umurn, Hubungan Masyarzkat
dan Protoka!l Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Dacrzh Ting.
kat Il 2tau pada satvan kerja Permerintzh Daerah lainnya;

Pengurus barang adalah Pejebat yzng giseczhi * tugas uatuk menguius Darang

yan.g bereda dilvar kewenangan Ber.dzharawan Barang:
Unit ialah sumtu perangkat Pemerintzh Dzerah yang terdtici dari :

1}, Badan/l_embaga Dzersh,
2).  Sekretariat Wilayah/Gaerzh:

3% Kompomenkomponen:

41, Dines-diinas Daerah;

51, Bank Pembangunan Daesah;
6).  Perwah:ezan Daerah;

7). Unit peliaksana Daerah; _
Satwuan kerja adzlzh bagian dad pada Unit;

Barzng ada'afy temua kekayzan Pemerintah Oszerzh yang berwujud termasuk
hewan, baik y-ang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta 'Dags:n bagianinys
alawspun yang merupakan satuan lertenlu yang dapat dinilai, d;hl(ung, divkur

atau ditimbang kecuaii vang,

Kendaraan perorangan dinas iatah kendaraan bermotor angkutan darat milik
Daerah yang ‘telah ditentukan pemegangnys termasuk yang dipisahkan. yang
i22imnya dipergunzkzn oniuk kendzraan angkutlan perorangan seperti Sedan,
Jeep. Station %WVagon, Sepeda Molor dsn Scooter;

Pengelofaan ialah segala sesuatu uszha atau tindakan techadap bareng Ceaerah

vang meliputi pengadaan, penyimpenan, penysluran, penggunaan, Iventaoisas,

Vi

r
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Pengadaan jalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, pényclenggaﬁan dan pe-
ngaturan pemenvhan kebutuhan perlengkapan Peinerintah Dacrzh:

Penyirnpanan ialah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelermgaraan dan
pengaturan barang persediaan didalam ruang penyimpanan/gudang: '

Penyaluran ialah kegiatzn untwk melzkukan pengurusen, ﬁer.yelcn_:ga'raan dan
pengaturan pemindahen barang dari swatu tempat/ruang penyimpasanfgudang
ketempat lainfiuang penyimpanan (2in/audang lzinfpemakai;

Pemeliharazm-adalsh Kegiatan untuk melakukan pengurusan, penydenggaraan
dan pengaturan agar semua barang sefalu  dalam keadzan baik dansizp untuk

. dipzkai sccara berdaya guna dan bechasiiguna;

Inventarisase* adarah kegtatam-umelk melakukan pengurusan, penyeler\_‘garaan dan
pengaturan pencatalan dan penda_flaran barang;

Perghapusan zdalah kegiatan untuk metakukan pengurusan, penyelenmarazan dan
pengaluran pembebasan barzng dari pertanggung jawaban;

atiic.

Panitia Pembelian/Pekerjaan adaldh Panitia yang dibentuk dengza Surz Keputus

an Kepala Dzersh dengan tugas untuk mempersiapken dan melakgznzbon tendor.

Panitia Pemerikszan adalah Panitia yang dibentuk denga.n Sural Keputsan Kepala
Daerah dengan twgas untuk memeriksa dan menquji barang;

Panitia Penghapusan adalah Panma yang dibentuk dengan Surat Keputusan
Kepzla Daerah dengan tugas untuk mengadakan penelitizn dan penilzia 1erhadap
barang yang akan dihepus/dijuzl;

Pasal 2.

Pengelolaan barang ialah suatu rangkaian kegiztan yang meliputi fuagsi-fungsi
perancang, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyalumn, peme-
liharaan, penghapusan dan inventarisasi beserta penata-usahaannya.

Fengelotaan bezrang Daerdh dilzksanakan secara terpissh dari poda penglolaan Ba-
rang Pusat.
Pasal 3.

Kepala Dacrah 2dalah kuzsalordonstur barang, berwenang dzn beriangazng la"’?t’

dalam pengendalian d2n membina pengelclazn barang.

B . ! r - ~=p s
- Sekietaris \’-'t!eyah/Daerah adalzh permbantu huasafordonaios SSranl

secilchpembantu

Kepzla Biro Perbekalans i p.,:., Brgizn Wmum k‘f": jebaizi

[
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er:c.la‘ Uit sebagaimnans dirnch

s 2 teresnnang can bLer-
jabatannyr adalah pefiyricngnaraan pernbantu kuza Laenng, ; g

' zen b .3 o
langgung frwab 2133 penyclenggarazn pembantu kuiil bacegrdisveeasng do

Liertanagmyg javab atas penyelenggaraan adminis trasi pengounazn dan pereveztan

barang &fam lingkungan Unit masing-mating;

Bendahxawan Barang beriugas wntuk menerima, menyimpzn dan’ mengeluar-

kan bagng yang ada dalam pengurusannya atas perintah kuasa/ordonatur barang
. J .

atau pegbat yang ditunjuk oichnya dengan perselujuan atasan langsungaya dan

membuat surat pertanggung j2waban kepada Kepala Daerah;

BAE Ii
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Pertama

PENGENTALIAN
Pasai 4.
Kepaladirg Pertiekalan/Kepala Bagian Umum setizp tahun membuat :
2. Remmna kebutuhan bzrang yang diperlukan oleh setizgp Unit Pemerintah Dae-
" rah,yang meliputi keperluan rutin dan pembangunan.
. Stardarisasi, nor.mali_sasi tarang dan barga;

Rencam kebutuhzn barzng dimaksud ayat (1) pasal ini dibuz: berdasarkan usul
dari U'md Pemerintzh Daerzh dan disesuaikan dengan 2ngeren.

DireksiBank Pembangurian Daerah dan Perusahzan Daerah setiap tzhun membuat
rencana kebutuhan bara-ng yang diperiukan untuk peizksanaan tugasnya atas

persetugean Dewan Pengawas masingmasing;

Pasa{ 5

Pelakssaan pembelian/pekerjaan dilakukan dengan cara dipusstkan melalui
Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerah. Kepala Dacrah depst'mziakukan debijaksc
naan penbelian/pekerjaan melalui Panitia Pembelian/Pekerjzan Unit. :

Tata Caa pelaksanaan nembelian/pengadaan barzng diatur sebagai't:erikut :

3. Seketariat Panitia Pembelian/Pekerjaan pada Biro Perbekalan/Bagian Umum
3lampada Unit bertugas menyelenggaraken zdminisuzsi tender sesuai dengan
perauran yang berlaku:

uura 2! 1 huruf n f:.r vuepn fAentzed ol brrena

(3.

(4}

b, Peaitia Perat tian/fekosjazn e nydenggarakan tendzr dan mr_n:‘u:u!ran calon
pemenang tendsr bepods Hepola Dacrah;

c. Ha:d penentuan pemenzng tender dizerahkan kepada Biro Perbekalan/Bagian
Umum/Kepata Unit yang bersangkutan untuk ditaksanakan:

d. Penerimaan barang dilaksanakan olch Bendaharawa, Barang digudang Pemerin-
tah Daerah atau Unit ztau ditempat yang ditunjuk setelah du,,cnha oleh Pa-
nilia Pemeriksa Barang dengan membuat berita Acara pemeriksaa

¢. Pembayaran hanya dapat difakukan apabila ditampiri dokumen sesuai dengan
peraturen perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerzh tersebut padz ayat {1} pasal ini susunan
keanggotaannya sebagai berikut :

FletualAnggota Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah yang mem-

bidangi Perbekalan.

Wakil Ketval/Anggota Fepata Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum;

Sekreteris/8ukan Anggota Unsur Bire Perbekalanf@z2gizn Umum:

1
Anggota-anggota : 1. Kepala’ Biro Keuangan/Kepala Bagian Keu-
angan atau pejabat yang ditunjuknya;

2. Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum
atzu pefabat yang ditunjuknyz:

3. Kepala Unit pemakai atau pejzbat yang ditun-
juknya, sebagai anggota tidak tetap.

Untuk hat-hal yang bersifzt teknis harus ditkut sertakan unsur-unsur teknis dan
instansi yang berwenang, izlah instansi yang berhubungzan dengan tugasnya (fung
sinya) kompeten untuk mengadakan Penehtlan terhadap barangbarang yang
akan dibeli/pekerjaan vang akzn cilaksanzkan, misalnya untuk hangunan gedung

kantor/rumah dinas cleh Dinas Peker;aen Umum, obarobatan oleh Dinas Kese-
hatan ¢

Panitia Pembelizn/Pekerjsan Unit tersebut pada ayat {1} 2linia kedua pasal ini
susunan keanggotaannya zdalzh setiagai berikur :

Ketua / Anggota Pejabat yang ditunjuk o!eh Kﬂpa!a Unit yang

bersangku;an
Wakil KetualAnggota : Kepala Unsur ’Pérbeka!an;’icgkﬁk peda Unit
. y¥ang bersangkuitan; ‘
Sekreiaris/Anggcta Unsur Perbekalan/logistiv poez Unit yeng ber-

sangkutan.
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e ‘euangan  pady ot yang
ANGQoLa-anga 1 Hepola Ur‘\sL‘Jr. e G pag

Lorsangiutan;

. Unsur lain pau’u U'nt yang Lersengruisn yang

ada kailannya dcngan obycP pcmbcl:am’pc

kerjazn yang akan ditendeckan.

Untuk hal-ﬂ'yang bersifat teknis harus ditkut sertakan vasur-enaor teknis dart
instansi yasberwenang, ifalah instansi yang beohubunqan dengan tugasnya {{ung-
smyal komgeten untuk mengadakan penelitian terhadap barang yang akan di-

beli/pekerjm yang skan dilaksanakan misalnya: untuk bangunaa gedua
cumah DimaPekerjaan Umum, obat-obatan oleh Dinas Kesehatan.

Peiakzanazmteknis lebih lan;ut atzs hasni tender vang lelah disetujui Kepala Dae-
rah, sepertipembuatan Surat Penmah Knrla dan Kontrak pembeliani/pekerjazn
dilaksanzkangleh Unit yang bersangkutan yang menguasai pos anggaran untuk

pembelianfghkerjaan tersebut;

IMasa kerjaFaanitia berakhir setelzh pemenang pelelangan ditunjuk dan dapet di-

perpinjanga@mpai paling larma 1 {satu) 12hun anggaran.

- Pasal 6.

Setizp Bendhsrawan Barang danfatau Pejabat yang ditugaskan untyk menerima,
penyimpara dan penge]uarah berang harus membuat pembukuan, laporan 1ri-
wulzn danshonan yang diketahui cleh atasan langsungnya, uniuk selanjuinya
disampaikarkepada Kepala Daersh dalam hal ini Kepalz 8iro Perbekalan/Kepzla
Bagian Umw.

Kepata URE yang bersangkutan bertanggung jawab atas terlaksanany? tertib
administrasBendaharawan barang sebagaimana dimaksud pasal inL.

Bzgian Kedua
PEMELIHARAAN

Pasal 7

-Kepala Uribertanggung jawab atas, pemelihar2an setiap barang yarg a8z2 da-
fam lingkungan 3nggung jawzbay:, farmasuk keutuhan, pengamanan, pemanfaatan

dan pendayagunaenya.

N

Pasal B.

Pemelihacat barang meliputi gedung, kendaraan.dan perlengkapan kaator.

g kantor/ '

12!

31

% meliheruan yedony yang 1ardai dari kantor, Rumah Jabatan, Flumah Dinst,

2ctza Gragunnn hinoys dilskzonakan decgan tata cars sebagul bcn%ut

no Gz penguzsa Sxhaetanial Vileyah/Ooerah yang meliputi B:ro BAFPPEDA,
Gekretariat Dewan, Inspektorat Wilayah/Oaerah, Direkion siab Politik,

Dircktorat Agraria, Direktorat Pernbanguaan Desa, APDN dan fain-lain.

1) Kepala Satuan kerja bersangkutan sebagai pemakai mengusitken perbaik-
annyz kepada Sekretariat Wilayah/Daerah,

2zl Fepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum melakukan pengecckan ter-
hadap usul terzebut dari seqi fisik dan penggunaannya dan selanjutnyz
meneruskan usul dimaksud. bagi Daerah Tingkat | kepada Kepala Daerah
Biro Perbekalan dan bagi Daerah Tingkat !l kepada Kepala Oaerzh
212u pejabal yang ditunjuk dengan disertai pertimbangaﬁnya_

31 Kepala Biro Pecbekalan/Kepzlz Bagian Unwm meneruskan vsul tecsebut
kepada Kepala Daerah atau pejabat vzang ditunjuk untuk @endapal
perseljuan,

4].  Koordinasi administrasi dan pelaksanaan perbaikan dilzkukan oleh Biro
Perbekalan/Bagian Umum sesuai dengan kelentuan tentang elekszne:
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Dibawah penguasaan Dinas, Badan/Lembaga Daerah.

Hl.  Kepalta Dinas, Badan/lembaga Daerah yang bersangkutan sebigai pe-
makai mengusulkan perbzikznnya kepada Kepala Biro Perbekalan/Ke-
pala Bagian Umum. )

2).  Kepala Birp Perbekalan/Kepalz Bagian Umum melakukan *pengecekan
terhadap usul -tersebut dari segi {isik dan penggunaannya dan selahjul-
ny2 meneruskan usul dimaksud kepada Kepala Daerah atau pejabatyang
ditunjuk untuk mendapat persetujuan.,

31, Koardinasi ‘administrasi dilakukan oleh Kepala Biro Perbekalanfxepala
Bagian Umum dan pelzksanaan perbaikannya dilakukan oleh Unit se-

sual dengan kefentuan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belznja Daerah.

Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan tengan 1ata cara sebagai berikut ;

a. Dibawah penguasaan Sekretariat Wikayah/Daerah yang meliputi Biro BAPPE-
DA. Sekretariat Dewan, Inspektorat Wilayah/Daersh, Direktorat Sosial Poli-
tik, Dirgkioray Agraria, Direktoral Pembangungn Desa, APDN dan fainlain.

Vi Kepala satuan kecja bersangkutan sebagai pemakai mencusulkan pecbaik-
annya kepada Sekretariat Witayah/Gaerah



2) Yeeph Biro Umem/F epala Bagian Umuta mzlakuboa perigeceran terhad:p
vsdieesebut dari sei fisi% dan peagqundannya;

3} Pel¥zanaannya Gilatukan oleh Kepala Biro Umumn/Keaala eoian Umun
seaat dengan keteniuan tentang Pelaksanzan Anggaran Pendapatan din

Btanja Daerah:

b. Dibaah penguasaan Dinas, Badan/Lembaga Dacrah.
2 ) ‘

1} Kgyala Dinas, Badan/Lembaga Daerah yang bersangkutan sebagai pemaiai
.mngusutkan perbaik annya kepada Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagizn
Urum. .

2) ¥epala Biro Perbekzlan/Kepata Bagian Umum melakukan pengecekan ter-
halep usul tersebut dari seqi fisik dan penggunaannya,

3] PBksanaannya dilak ukan oleh Dinas, Badan/Lembaga Daerah yang bersang:
kan sesuzi dengan kelentuan tentang Pelzksanaan Anggacan Pendzparen

dm Eelanja Daerzh,

(4. Pemzlitgaan perlengkzpan kantor dilaksanzkan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Dibamh penguasaan Sekretariat Wilayzh/Daersh yang meliputi Biro BAPPE
DA, Sekretariat Dewan, Inspektoratl Wilayah/Caerzh, Qisektorat Sosizl Fo-
fitik Birektorat Agrariz, Direktorat Pembengunzn Desa APDN dan lain-tain.

1} Kgpala satuan ke.rja yang bersangkutan sebagai pemakai mengusulkan per-
'biannya- kepada Kepala Biro Umum/Kepata Bagian Umum.

2] Kzp2lz Biro Umum/Fepala Bagian Umum melakukan pengecekan terhadap
usd tersebut dari segi fisik, penggunaannya dan selanjutnya meneruskan
vaf dimaksud kepacla Kepala Biro Perbskalan disertai pertimbangannya.

31 Pdiksanaannya dilakukan oleh Bira Pecbekalan/Bagian Umum sesuai de-
nF1 ketentuzn tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dzrah dan peangadsministrasiannya dengan sepengetahuan Kepala Biro
Umurn, Co

b. Oibasah penguasaan Dinas, Badan/Lembaga Daeraly.

- 1] Kpala Dinas, Badan/Lembaga Daerah yang bersangkutan sebagai pemakai
megusulkan perbaikannya kepada Sekretaris Wilayah/Daerah,

2} Kpals Biro Perbekalan/Xepala Bagian Umum melakukan pengecekan dari
_sq'{ tisik, penggunaannya dan selanjutays meneruskan usul dimaksud kep;-
daKepalz Dacrah arau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.

3} Paaksanaanaya ditakukan oteh Oinas, Badan/Lembaga Daerah yang bersang:
k=an sesuai dengan ketentuan tentang Pelaksznaza Anggaran Pendaparan
dw Belanja Daerah:

41 Demua sdminioa:d pelaksansan peractihacaan yang o .
o . . il o PP
Eoordinic cleh Biro Pecbekatan/Bagian Umum. ¥sud pasal ini i

Pasal g

Pemetiharaan gadung, kendarain dan petiengkipan kantor yang Dirpyiriy -rop
3ank Pembanguasn Dzerah dan Peruszhaan Daerah dilaksanakan teby flikifdikuasai ofeh
. Sa; berikur ¢

3. Direksi Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Yang
L1IANGRUIAN ThE-

laksanakan perbaikan gedung, kendarazn dan perlengkapan kaﬂtg
r dengan sepenge-

tahuan Badan Pengavras,

b. Admunistrasi pelaksanaan pemeliharaan yang dimaksud huruf 2 .
ofch Biro Perbakalan/Bagian Umum. 8l ini. dikoordiaic

BAB 11t
INVENTARISASI

Fasal 10

{1). Kepaia Daerzh bertanggung jawah sebagai koordinator pelay
barang. ‘ “*3ngan inventarisasi

(21 Bica Perbekalan/Bagian Umum berfungsi sebagai Pusay iny
®ntarisasi barang.

{3) Kepata Biro' Umum/Kepala E2gian Umum bertanggung jawab un
tuk menginventa-

risir seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan Sekreta,;a -
U Wilayah/Ozerah,

{4} Kepada Unir bertanggung jawab untuk menginventarisic sef

ury . . .
yang ady dilingkungan langgung jawabnya, h barang inventaris

{5} Daftar inventaris yang dimaksud ayat (3] dan (4] pasalini ha,,,_ .. . ‘
pada Birg Perbekalaan/Bagian Umum. ® disampzikan ke-
<61, Kepala Birg Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggqung faw 5
) “ah untuk menyu-
U .
r_]_" Pemerintah Dae-
2 .
Pering; per Unit, sgiuai

sun dan menghimpun seluruh daftar inventaris dari semuyz
rah dalam sats buky daﬁar_inventaris vanglengkep dan ter
dengan pemilikannya.

Pasal 11
(1). Daftar inventaris dibuat ner 1 Aprjl sampai dengan 31 Marey tap K
un berikuinya.

12} Dafrar inventaris dibuat sesuai d i ‘
engan fermulir yang dit
g } veng e L, berdasarkan

Keputusan Menterf Keuzngan Republik Indanesis teniang Fedgm

tertib Adminisirasi Bareng-barang milik Negarafkekayaan Re n Pelsksanaan

cz
= patuk mas |



13}

{41,

{51.

(81

{1}

(2).

Q).

44.

{satu) tahun luhnung tanggal 1 April sampau dengan tanggal 31 Maret tahun be-

o

rikutnya, dcngan penyesuaian scbaga'mana dirnzk:ud pada ayzt {4) pasal ini.
Setizp daerah dan Unil harus membuat Buku tnduk inventaris Barang dari sau

tzhun angoaran yang lengkap dan terperinei seiwai dimaksud ayat {2) pasal ini,

Buku Induk Inventaris Barang scbaga:mana dimaksud ayat {3} pasalini, sekurang-

kurangnya harus memuat Umem :
. Nomor urut,

. Nama/jenis barang,
. Tempat zdanya barang,

ap o

Harga barang,
. Jumlah barang,
. Keadaan barang.

oy

Khusus ¢

2. Luas tanzh untuk bangunan, {apangan, sawabh, perkebuhan dan lain-lzin.
b. Panjang jalan, panjzng jembatan.
c. Data lainnya yarig dipandang perlu.

Apzbila Buku induk fnventaris dimaksud ayat (3} pasal ini s‘udah terizksana
unluk satu tahon anggaran, maka uatuk waktu empat tzhun anggaran berikutnya;
masing-masing Daerah/Unit cukup membuat daftar perubahan/mutasi yang me-
mu2l penambazhan dan 2tau pengurangan;

Pada tahun znggaran ke § (enam) berikuinya masing-masing Daerah/Unit harus
membuat Buku Induk Inventaris Barang yang baru, lengkap dan terperinei seba-
gaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 12.

Tiap Daerah/Unit membuat daftar barang yang diadakan/dibeli dalam 1 (saiu}
tzhun anggaran sebagai reatisasi Anggaran Pendapatzn dan Belanja Oaerah yang
ade dalam pengurusannya,

Semua Panitia Pembetian/Pekerjaan harus menyampaikan Daftsr Barang-barang
yang pengadaannys dilakukan melalui Panitia tersebut kepadz Biro Perbekalan/
Bagian Umum sesuaj dengan formulir tnventaris barang dlmaksud plsa{ 11 ayar

(2] Peraturan Menter| ini.

Kepala Bivo Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggung jawab untuk membuar
Caliar Barzng yang mecupskan kompilasi rezlisasi pengadaan dalam szlu tahun
anggaren sebagaimana dimaksud ayat (1) dan {2} pasal ini secta pasal § ayat (1),

Daftar Barang yang dimzksud ayat [3) pasal ini harus dilampirkan pa da Perhi.

TEt s M OaA S A nonanrae 1akyy UN vann Bersanglioaten, - T e i e

P

(1}, Setiap Proyek Pembangunan yang shda,’: selesai termasuk 5araf‘_3‘pe"'u!¢apannya

{2}

{3}

{3).

harus disecahikan kepada Kepata Dzerah dengan Berita Acara SN stlautaya oi-
teruskan kepada Bira Perbekalan/Bagian Umum untuk penyelesdian weniarizasi-
nya,

Berita penyerahan dimaksud ayat (1) pesal ini, harus memuat antard lae

a. Nomor urut

b Wima Proyeie -

€. Jenis dan jumiah yang dibangun

d. Lokasinya

2. Anggaran Proyek seluruhnya

. Biaya yang telah dibayarkan

n. Sazrana yang diserahkan

h. Data lain yang dipandang perlu.

Khusus meagenzi jatan dan jembatan harus memuat panjzngnya-

Kepzla Unit yang secara struktural membawzhi Proyek berizn29ung iweh sepe-
nuhnya at2s pelaksanazn ketentuan pasai ini,

BAB |V
PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama
PENGHAPUSAN

Pasal 14

Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat diperqunakzd 3qi/hidng/mati
3tau tidak effisien fani bagi keperluan dinas dapat dihapus dari Jaftar meataris, _

Kepala Unit/Kepala 33tuan keria melaporkan barang dimaksud 3¥3% {Hipasal ini
kepada Kepala Daerah mengenai jenis, tumiah. nzma bacang, h2792 lokz#dan di-
ser1ai penjelasan sebab rusak/hilang/mati,

Kepala Buro Perbekalan/Kepala Bagian Umum mencarat barand ¢imaked ayat
{2} pasat ini dan selanjitnya mengusulkan kepada Kepala Danf2n untukpengha:
pusannya dart dafiar inventaris.

]
;-

Patal 15

Panitia Penghzapusan menetiti boreng yang skan dihapus.

TR pfhetitian csta RO d ayar (1) paral ini dibuzt Berita Aczra.



{41.

(1]

{2}

{1}

(2).

Dalam hat pengh apusan berang yang sifatnya ‘khusus seperti kendarzan bermotoc
slat-2iat besar, bangunan, di: amping Cerita Acaca dimakeud ayat {2} pasa! ini

juga harus dilenghapi Derita Acara hasit menelini fisik dari tnstan Teknis yang

Derwenang.

Buda‘arkan Berita Acara dimaksud ayat {2} dan atau ayat {3) pazat ini Kepala
Caerzh meminta  persetujuan pengl.alu-an kepadz Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. ;

Perzetujuen dimzksud ayat {4} pamnl ini difzkukzn dengan Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Seieleh mendapa't persetujuan gimekud 2yl {5 DBSal ini, penghapusan ditetap:

kan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Keputusan Kepala Daerah dimaksud zyat EG! pasal ini baru dzapat dileksanakan

se1elzh mendzpat pengeszhzn Menteri Dalem HNegeri.

Pasal 16

Permohonan pengeszhan penghapusen birang yang telzh dipisahkan pada Bark
Pembangunan Daerah dan Perusahazn Dzerah, tidek memertukan persetujuan

Devran Perwekilan Rakyet Daerzh.

Segzlz persyaratah prosedur maupun peaelitian ditempat tes hadap penghzpusan
barang yang telah clipisahkan, tetzp diperlzkukan sama sebagaimana terhadap ba-
rang yang tidzk dipisahkan,

Pasal 17

- Menteri Dalam Negeri dapat melimpehkan wewenang pengesahan kepada Guber-

nur Kepala Daerst techadap Keputusan Kepala Daerah Tingkat N mengenai
penchapusan barang-barang tertentu yang harga nifai belinya tidak melebihi jum-
lah yzng ditetapkam Menteri Dalam Negeni.

Gubernur Kepala Dzerzh setelah mengesahikan penghapusan dimaksud zyai (1)
pasal ini, harues melaporkan kepada Menieri Dalam Negeri selambat-lambatnys
dalam waktu 3 {tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusar pengesahan,

dengan dilampic :

a. Kepalz Gubernue Kepsia Dzerah tentang pengeszhan penghapusan;
b. Keputusan Kepata Dzeran Tingkal W yang bersangkutan ;

" €. Keputusen Deveasn Perwakitzn Rekyat Gaerah Tingkat I yang bersangkutan,

d., Keputusan Kepata Dacrah Tingkzt tl tentang Pembentukan Pznitia Penghapus:

an:

(1]

{21.

3y

{1}

21

¢. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapuszn sebagaiinana dimakaud pasal
14 ayat {2} dan atzu {3) Peraturan Menteri ini; masing-masing dalarn rangkap
3 ltigal,

Pasal 18, |

Pengesahan Keputusan Kepala Bacrah Tingkat { maupun Tingkat 1l 1entang peog
hapusan barzng olch Menteri Dalam Megeri, dilaksznakan atas dasar sural permao-
honan Kepzla Dacrah Tingkat [ ;

Dalam mencrutkan permohonan watuk pengesshan Kepulusan Kepsla Daerzh
Tingket Ii, Kepala Daerah Tingkat | harus memberikan pertimbanganaya;

Permohonan Kepala Daerah dimaksud ayat {1) pasal ini harus dilampiri dingan:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyzt Daerah tentzng persetujuzn pend:apus-
in;

b. Keputusan Kepata Daerah tentang perichzpusan;

¢. Keputusan Kepata Daerah tentang Pembentukan Panitia penghapusan:

d. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghzpusan schagaimena dimaksud passt
14 ayat (2] dan atau (3‘;‘ Peraturan Meateriini:-

masing-mating dalam rangkap 3 {tigal; .

Apabila dipandang perlu, sebefum dizmtil keputusan pengesshinnya, Menteri
Datam Negeri dapat menugaskan petugas untuk melakukan penefitian ditempat.

Petugas dimaksud ayat (4] pasal ini meneliti dari segi persyaratan adminisirasi,
prosedur, keadaan fisik dan lain-lzin;

Pasa! 19
Setelah mendapat keputusan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dimaksud
pasal 15 ayat {7) dan pasal 17 ayat {1} Peraturan Menteriini :
a. Barengbarang yang masih mempunysi harga/nitsi dijual dengan cara pele:
langan umum atau terbatas;
b. Barang-barang yang tidak mempunyai harga/nilai lagi dimusnahkan dan dibuat

Berita Acara.

Hasil penjualan/pelelangan harus tangsung disetorkan sepenuhaya pezda Kas
Daerah; '

Pasal 2C,

Hasil penjualan/pelelangan dari penghipusin barzng Daerah yang dipisshhen, fingsung

disetorkan tepenubnys pada Kz Bank Pemibingunsn Macrah/ferucahasn

FEI T R A Sl



{1).

(2).

- 13).

.

{2).

{31

iz} Kcnda:a.:n pl‘ru;‘—\‘:an dinas yang Tefs 5 memcenult porsyarélan antuly ¢ ;uai d:-

Bagian Keduz
PENJUALAN KENDARAANPERORANGAN DINAS

Pasal 21.
Kendarzan perorangan dinas yang sudsh dipergunakan selama 5 {imal tshun
ztau fetsih dzpat dijual kepada pegawai ;
Yang berhzk membeli adalah pegav{rai sebagai dimaksud dalam ketentuen Undang:
Undang Pokok Kepegawaian, yarg sudsh mempunyai masa kerja 5 {ima} 1zhun
ziau lebih pada lnstansi Pemerintah dan dalam wakte 10 {sepuluh) 1ahun terzkhic
elum pernah membeli atau memperoleh deagan cara apapun kendarzzn pero-
rrgan dinzs dari Pemerintah Daerah alau $nstansi Pemerintah manapun;
Pegav\;ai yang mempunyai kedudukazn dan 21au pangkat yang lebih linggi dan atau
pemegang kendaraan dan 2tav yeng zken pensivn dipertimbangkan untuk diuta-
makan ; :
Penjuatan kendaraan dimaksud tidak bolen mengganggu kelancarzn pelaksanazn
wgas Unit/Satvan kerja yang barsangkuten
Untuk "dapat membeli kendaraan perorangan ginas harus ad2 permohonan dari
pegawai bersangkutzn dan tefzh mendapat persetujuan dari Kepala Unit/Satuan

kerfa yang bersangkutan.

Pasal 22.

Pelaksanzan penjualen kendaraan peroranpan dinas harus diatur dengen Peraturzn

Daecat,

Peratiran Daerah dimaksud tidak boleh menyimpang dari Peraturan Pemarintah’
Ne. 48 Tahun 1971 2tau memperlakukannya secara mutatis-mutandis dan baru

“berlakw setelah disahkan Menteci Dalam Negeri:
Kepzla Dagrah menetapkan pembentukzn Panitia Penjualan Kendaraan pero-
rangzn dinas dengan tugas
2. Menegliti persyzratan setizp permohonan dari segi administrasi kendacazn,
peqsyeratan personil kemungkinan adanya gangguan techadap kelancaran pelak-
$2vaan tugas dari Unit/Satwan kerfa yang bersangkutan dan tain-lain;
b Membanty segala sesustu y2ng berhubungsn dengan pelzksanazn penjualan

kendarazn perorangan dinas.

Hasil penelitian Pznitia penjualan kendarazn dimaksud ayat {2) pasalim, difapor.

kan kepada Kepslz Daersh;

L I O

siven deed Desvon Peveakitan Rakvat Dacreh dalem beniuk Heopue

(51

{6).

{11

2).

{31

(1.

{21

Setelah mendapat perselvjuan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud ayar {4}
pazal ini, Kepala Daerah menttepkan Keputusan penjualannya dengan brapiran

keputuzan yang memuat @

Nama dan jabatan pembeli;

. Data mengenat kendaraan;

Biaya pernzikan selama 1 {satu) 1ahun terakhir: .

. Harga jual sesuai dengan ketentuan SWP.’.'.D yang berlaku untuk 1aten yang
bersangkutan bagl Daerah Khusus lbukota Jzkarta Raya

e. Hargz yang ditetapkan;

f. Jumlah hzrgqa yang harus dibayar pembeli.

on oo~

Keputusan Kepala Daerzh dimaksud ayat (S) pasal ini, baru dapat dilaanzkan
setelah mendapat pengesahan Menteri Calam Negeri;

Pasal 23.

Pada permotonan pengesahan Keputusan Kepala Daerzn dimaksud ayat {5)

£zl 22 Perareran Menteri ing, harus dilampiri dengan -

Keputusan Oewan Pervizkilan Rzkyat Daerah ientang persetujuan penivaian:
- Keputusan Kepals Daerzh tentang penjualan kendarazn perorangn dinas;
Keputusaa Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendarzan;
- Hasil penelitian Panitia Penjuzlan Kendaraan:

- Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri dari caloapembeli;
f. Surat permohonan membeli kendazrazn perorangan dinas dari pegwal yang

o>

bertangkutan;
masing-mssing dalam rangkap 3 (tigal.

Apabila dipandang perlu, sebelum diambil keputusan pengesahannya Menteri
Dalam Negeri dapat menugaskan petugas untuk malakukan penelitian ditempat;

Petugas dimaksud ayat {2} pasal ini harus meneliti darj segi persyaratamadminis-
trasi, prosedur, keadaan fisik kendaraan perorangan dinas dimaksud dan lzin-

iain,
Pasal 24.

Penjuslan keadarzan perorangzn dinas yang telzh dipisatkanfyang &1 pada
Bank Pemnbangunan Daerah an Perysahaan Caerah, tidak memeriukangersetuju.
an Dewan Perwakilan Rak{at Daenh:

Seqala persyaratan, prosedur maupun pcnéﬁﬁzn ditermpat lerhadzp penpralan ken-
daraan perorangan dinas yang telzh cipisabkan, tetzp diperfskukan sama scbaqai-



1.

(2).

(31

(4).

{s).

msna terhadap kendaraan perorangan din2s yang tidak dipicehken, kecuali per.
tyarztanmenqgens sizius kepegewaien yang dizeiwatkan dengan pesturan kepega-
waizn yang berlaku Lagi Bank Pembangonzn [Dzerah dan Perutahizan Dacrah yang
bere ang!rutan
Pasal 25

Setelah Keputuzzn Kepals Dacrah dimaksud pasal 23 Perziuran Menteri ini men-
dapat pengesahan, Kepzla Biro Perbek alan/Kepala Bagian Umum/Pimpinan Bank
fembangunan Dzerzh/Pimpinan Perusahaan [Daerah mempersiapkan pelaksanaan

pcn,[ualannya dalam bentuk Surat Perjanjian Penjualan.

Surat Perjanjian dimakoud 2yat {1} pazalini, ditanda tangani oleh :

2. Kepala Biro Perbekalan/Kepalz Bagian Umum atat nama Kepala Daerzh dan
permbeli;

b ?Empinan Bank Pembengunan Daerah atau Perusahzan Daerzh dan pembeli,

mangenai kendaraan yang dipisahkan dari kekayaan Daerah;
Surat perjanjizn baru ditanda tangani, setefah biaya perbaikan selama 1 {satu)

tahun terakhir diiurt\asi.

Keputuszn pelepasan hik dan penghapusen dari daftar inventans ditetzpkan sete-
Ih harga kenderazn dilunzsi, paling cepst dalzm jangka waktu 1 (sztu) 1ahua se-

ik swuirat perjznjian penjualan ditanda tangani.

Selarna ‘harga penjualan kendzrzan perorangan dinas dimaksud ayat (3) pasal ini
belurn dilunasi, kendaraan tersebut mash tetap milik Femerintzh Gaerah, tidak
bolehv dipindah tangznkan dan selama ite pula harus dipergunakan untuk kepen-
tingzn dinas, sedangkan biaya perbzikandpemeliharzannya ditanggung oleh pem-

beli. Kecuali penyediaan bensin dan olie.
Hasi# penjualan kendaraan dimaksud harus fangsung disetorkan sepenuhnya pada
Kas Daerah.

Pasal 25

Hasil penjualen kenderaan perorangan dinas yang merupzkan kekayaan Daerzh yang
dipisahkan harus langsung disetork an sepenuhmya pada Kas Bank Pembangunan Daerah/
Perusghaan Daerah yang bersangkutan.

‘ Bagian Ketiga
PENJUALAN RUMAH DAERAH

Pasal 27

Kepzla Dizerzh menstapkan pengelelzan rumahruenah Datrah dengen memperhatikan

frratucacs Perandangan yang berlabo tentzng perubahzn/penetapan status rumahicumah

.

{2).

{1l

{2),

{31

{4).

it ks Pluciva Aencs bl o visirarn wam Berita Acnea asl oer

fasal 28

Rumah golungan i yang telah becumur 10 (seputuh] tahun atau letin dpet dis
juat/disewa Lelikan kepeda pegawai. )

Pegawai yang dapat membeli adalsh pegawai sebagsimana dimzkzud pasd 1 Pe-
raturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, sudah mempunyai masa kejz 10
{sepuluh} tahun atau lebih dan belum p'crnah membeli atau memperolcheumah
dengan cara 2papun dari Pemerintah Daerah atay fnstanti Pemerintzh mmazpun,

Pegawai yang dapat membeli rumah adatah penghuni pemegang Surat izmPeng-
hunian {SIP} yang dikeluarkan ofeh Kepala Dacrah.

. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengkeia. )

Harus ada permohonan untuk membelifsewa bali rumah cati pegawai ying ber-
sangkutan dengan sepengetzhuan Kepala Unit!Setuan kerje yang bersamkutan,

Apabila tanah bangunannya iidzk dikuesal oleh Pemerintah Dacrah, maka untuk
perolehan hak atas tanah harus diproses tersendiri sosuai dengan ketenuen pera-

turan Perundangan yang berlaku,

Pasat 79

Pelaksanaan penjualen/sewa beli rumah harus diztur dengan Peraturen Dazrah,
Peraturan Daersh dimaksud tidak boleh menyimpang daci Peraturan Peaerintah

_ Nomor 16 Tahun 1974 atzu memperlakukannya secara mutatiswnutasdis din

baru berlaku setelah mendapzt pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Daerzh mcnetapkan pemtentukart Panitia Pen]uziar.’ ewa beE rumzh
gofongan {{l dengan tugas :

a. Meneliti persaratan setiap permohonan dari segi administrasi, persyarZan per-
sonil dan lain-lain.

b. Membantu segzla sesuatu yang berhulmngan dengan pelaksanzan pajuafan/

“sewa beli rumzh golongan I,
Hasil pcnelitiar_a Panitia Pensjualean Rumah Golo:{gan Ml dimaksud ayat B pasal
ini, ditaporkan kepada Kepala Daerah,

Dengan keputusan Kepata Daerah dibeniyk -

3. ‘Panitia Penaksir, yang bértugas untuk menaksir harga rumah dan atau rmasuk
ganti rugi atas tanah byngunannya.

b. Panitia Penilai, yang beriugas untukemenilai hasil penaksiren Panitia Fensksir
dimaksud hyuru! 3 dizias.

Panitia Penzksir dan Panitiz Penilzi dimaksud ayat {4} pasal ini m2sing masmg

LT T
e v e



(Gh.

(7).

(il

o,

Humati gelongan I yang telah memenuhi persyaratan untuk dijual, dimintakan
peesetujuan dari Cewan Perwakilan Rakyat Daerah’ dalam bentuk Keputuzen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Setelah mendapat persetujusn Dewsn Perwakilan Rakyat Dazerah dimaksud

“ayat {G) pasal ini, Kepala Daerah menctapkan keputusan penjuzlan/sewa belinya

dengen lampirzn keputusan yang memuat *

‘

e. Nama dan jabatan pembeli;
b. D21a mengenai rumah:

c. Harga taksiran;

d. Harga penifaian:

e. Harga yang ditetapkan yang hatus dibayer;
i. Datadata yang.dipandang perlu.

Kepatusan Kepala Daerzh dimaksud 2yt {7]. pasal ini baru dapai Cilzksanzken
setelah mendapat pengesahan Menteri Dalem Negeri,

Pasz! 30

Pad2 permohonan pengesahen Keputusza dimaksud ayat {7} pasal 28 Peraturan

Menten ini, harus dilampiri dengan :

a. Keputusan Dewan Perwakifan Rakyal Deerah tentang persetujuzn penjuzlan/

sewa beli rumah golongan 111:
b. Keputusan Kepala Dazerzh tentang penjuzlanfsewa beli rumah g¢olongzn 111;
¢. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan ; -

1. Panitia Penjualzn rumah golongan N);
2. Panitia Penaksir:
3.'Panitia Penilai.

d. Berita Acara hasil penaksiran dan Berita Acara hasil penilaizn;
e Sucat Keputusen pengangk2ian pertamz sebagai Pegawai dari cefon pembeti;

f. Surat Permohonan membeli/sewa beli rumah goiongan HI dari pegavai colon
pembeli;

9. Surat izin penghunian [ SIP §:

masing-masing dalam rangkap 3 {tigal.

Apébi'a dipandang perlu, sebelum diambil kepuiusan pengeszhannya, Menteri
Oalam Negeri dapai menugeskan fugistugas untuk melakukan penclitian di-
tempat; .

Petugas dimaksud ayat (2} pasal ini, hzrus meneliti deri segi persyaratan adminis-

Teaad, .
Aracedar, Kencdann fisik rumehy golongan (1 dan fain-l2in.

Ol

{2).

{1

¥4}

(31.

(41

{5}.

j:-r"" Mo
Penjualaafiewa besi rumah golangan I milik Dacraly yang telah dipisahban/yang
ada pada Bank Pemnbangunan Daerah dan Perutahaan Dacmh tidak memerlukan

persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat
Segala persyaratan, protedur maupun penefitian ditempat terhadap penpalan’tu-
mah gotongan yang 1elah dipisahkan, tetap diperiakukan sama sebqa:mana.
terhadap rumah golongan (il yang tidak dap:sahkan kecuali persaratan meocenz
Hatus kepegawaizn yang disesuzikan dengan Peraturan Kepegawaian yang ber-
faku bagi Bank Pembangunan Daerah/Perutahaan Qaerah yang bersargkutan.

Pasal 32.
Setelah keputusan Kepala Daerah dimaksud 23 ayat (8) Peraturan Menteri ini
mendapzt pengesahan, Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum@impinan
Bank Pembangunan Dserah/Pmimpinan Perusahaan Daersh mempersigkan pe-
laksznzas penjualan/sewa belinya dalam berhak Surat Perjanfian Penjuslex;

Surat Perjanjian dimaksud ayat {11 pasal ini, ditanda tangani oleh :

a. Kepata Biro Perbekale}zIKepela Bagian Umum 213s nama Kepala Ogereh d:zn
Pembeli:

b. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah/Perysatiaan Daerah dan Pembdi menge-
nai rumah golongan Hi yang dipiszhkan dari kekayaan Daerah:

Pelunasan harga penjualan rumah atau ganti rugi 21as tanzhaya difzksazken se-

bagai berikut :

a. Sebesar 50% harus dituneasi sebelum curat perjaniian penjualan ditand teaceai;

b. Sisanya sebesar 50% dibayar secara angsuran sedikitnya deagan angurnen bu-
lanan yang sama dan harus dilunasi dalam jangka waktu 5 tzhun sgzk surat
perjanjian penjualan ditanda tangani, :

Surat Kebumsan pelepasan hak dan penghapusan dari daltar inventaris dtetapkan

setelzh hargs penjualen 2tas rumiah dan 2tau tanzh bzagunannya dilunzst

Hasil penjualan rumah golongan N1 dan arau termasuk ganti rugi atas thah bang-

unannya, harus langsung disetarkan sepeauhnya pada Kas Daerah.

Pasz! 33.

Hasil penjuatan fsewa beli tumah golongan 1M yang merupakan daei kekayam Daersh
yang dipisahkan, harus l=ng«ung cisetorkan sepenuhnya pady Kas Bank Perbangunan

Daecan/Perusshazn Daerzh yang bersanghusteh,



(.

{2).

{51.

Bzgian Keempal
PELEPASAN RAK ATAS TANAN

Pazal 31

Setiap tindakan hukum Hepala Dacrah yang beriujuan pengalian alau peayershien
hak 3tas tanzh yang dikuasal Pemerintah Dacrzh, batk yang fanah ade sentifikzr
Nya mzupun belum, bary capat diproses setelah mendapat izin tertulis dari Men-
teri Dalam Negeri, 1zin dimaksud didasarkzn ates permiahonea Pemerintah Daerah
yang bersangkutan;

Seretah mendapat izin dimaksed ayet (1) pesal ini Bico Perbekalen dan Peraturzn
Mateciit/Bagian Umum mempersiz chan bahan yang dipedukan untuk memintz
persetujuan Dewan Perwvakilan Ralbyet Dagrah:

Setanjutnya Kepale Deerah memintaren persetcjuan Dewan Ferwebizn Bavy s

Daerah dofam bentuk Kepuiuzen Dewen Parerzbitzn Rakyar Daerah;

Serelah mendepatl persetuivan dimzksud ayat {3) pasai ing, Kepalz Daneah merne.

tapran sural keputusen pelepzian hak zies l2neh dengan lempiran kenulasan yeng

memuzt ;

2. Nama dan Jabatan czlon penerima tznah ;

b. Data mengenal tanzh yang ehan dilepeskan/serankan;

¢. Besarnya gaatl rugi yang herus dibeyar calon pencrima tanah;
d. Datafata lain yang dipendang periu.

Besarnya ganti rugi yang herus dibeyar dimaksud ayal {41 pasai ini ditetapkan
melalut’ Panitia Penaksir berdasarkan ketentuan harga datar sebaqaimana dimaksud
Peraturan Menteri Datam Negeri No. 1 Tahun 1975

Keputusan Kepals Daerah dimnaksud ayat (4} pasal ini, baru dapat dilsksanakan
setelsh mendapat pengasahan Menter; Dalam Negeei:

Apzhila dipandang perlu, sebelum dizmbii kepuiuian pengeczhannyz, Menteri
Dalam Negeri dapat menugaskan peiugds untvk melakukan penelitien duempal;

.

Setelah mendzpat pengaszhan Mentesi Daiam Negeri, Kepala Daerah melaksana-
kan penghspusan nah/hzk atzs 12nzh dan daltar inventaris menwint Katentuan
peratuian perundang-undsang2n yang berlzku;

Retentuan dalem gasal ini tidsk bericky bag peiepatan tanshiizh 2i2¢ 1anah ying
efah ads bangunas o ztasaye, sehezziman? disiur daam Bin IV Banzzn tetigs

Peraturan Nenteriini.

PCHTEWAAN DAN PENGGUNA-USAHAAN

Paszl 35

Banquaan ik Ceeralr dan ataw termdouk tanah banguaannya dapat disewnkan atzu

diquna-utahizkan kepada pihak ketinz dengan memperoleh imbalan pembayaran,

(11

{2

{31

{11

Paswzl 36
Kepala Biro Pecbekalanftlepala Bagian Umum mengusutkan pada Kepaa Daorsh
untyk menyewakan 21au rmengunausahakan bangunan dimakiud pasa! 35 Fera.
turan Menteri ini;
ilepzla Dacrah membentuk Panitiz Peneliti dengan Sural Keputuzan ying ter-
it darl unsur ;

a. Birp Perbevzlan/Bagizn Umum;
b. Biro Perckoncmian/Bagian Perekgriomian;

i)

Biro Umum:

d. Biro Keuangan/Bagian fleuvangan;

. Biro Hukum/Bagiann Hukum:

Direktorat Agraris/Sub Direktorzt Agraria.

-

g. Unsur tenaga zhli.

Panitia dimaksud ayat {2} pasal ini bertugas mengadakan penelitiza deri seql
administrasi, fisik, sosial ekonomi dan lain-lain yang dipandang perfu Hazil Pe-
nelitian Pannia dibuat dalam Berita Acara dan Cilzporkan kepsda Kemla Dzerah;

Bancunan dan atau termasuk tanah bangunannya yang akan disewakin ztau di-
gune-usahakan, dimintakan persetujuen dari Dewan Perwakilan Rzkyat Dzerah

- dalgm bentuk keputusan Dewan Perwakidan Rakyat;

Setelah memperoleh persetujuan dimaksud ayat (4] pasal inf, Kepala Deerzh me-
nelzpkan penyewaan atau pengguna-usahaan dengan Surat Keputusan;

Keputuszan Kepala Gaerah dimaksud ayar {68! pasal ini baru dapat dlzksanakzn
setelah mendepat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri,

Pasal 37
Pada permohonan pengesahzn keputusan dimaksud pasat 38 ayet {ER Peraturan

tenteri ini harus dilampitkan +

Keputusen Dewan Fenvesrilan Reatiyet Daerah tentang pertetujuan geayewazn
4

Z.

213U penoguna-uszhaan;



(21

{31.

{11

_ ini menclapat pengersahan, maka Kepala Daerah menugaskan Kepala Biro Perbe-

{2).

3).

{4).

(5}

163,

(7).

L. chut usn Kepala Daerah tentang Penyeﬁa'ah atau pengguna-usahaan;

¢. Keputusa Keata Daerah tentang Pembentukan Panitia Penelitian;
d. Berita Amra Panitia Panslitizn masing-masing dalam rangkap 3
{tiga).

!
Apabila dipmdang perlu sebelum diambil keputusan Pengesahan, Menteri Dalam
Negeri dapatmenwgaskan petugas untuk mengadakan penelitian ditempat;

Petugas dimksud ayat {2} pasal ini meneliti dari segi administrasi, prosedur,
{isik, sosial edonomis dan lain-lain yang dipandang perlu;

Pasal 38
Setelah Kepuusan l:(epala-Daerah dimaksud pasal 36 ayat (6} Peraturan Menteri

kazlan/Kepala Bagiain Umum bersama Kepala Biro Perekonomian/Kepala Bagian
Perekonomiasuntuix mempersiapkan pelaksanaan penyewsizn atau pengguna usa-
haan.

Penentuan pilak kettiga sebagai pengusaha penyevaa atau penggunzusahaan diten.
tukan denganara peelelangan umum atau terbatas melalui Panitia Tender;

Fanitia Tende dimaksud ayat (2) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala
Daerah yang smgotanya terdiri dari =

Unsur BiraPerekionomian/Bagian Perekonomian, sebagai Ketua;

- Unsur BiroPerberkalan/Bagian Umum sebagai Wakil Ketua;

Unsur BiroPerekzonomian/Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris
- Unsur BiroHukwm/Bagian Hukum sebagai Anggota;

Ungui BiraKeuaingan/Bagian Keuangan sebagai Anggota;

Unsur Dirdimoc att Agraria/Sub Direktorat Agraria.

-~ 0D OoOow

Fanitia Tender fimatksud ayat {3) pasal ini melaporkan hasil 1ender kepada Kepala
Daerah denganBerita Acara disertai pertimbangan;

Atas daser had dam pertimbangin Panitia Tender dimzksud ayet (4] pasal ini,
Kepala Daerah menetapkan pengusaha penyewz atau penggunausehaan dengan

Surat, Keputusm dan sefanjutnya memerintahkan Panitia Tender menyiapkan .

Surat PecjanjiaaPenyrewaan atau pencguna-usahaan;

Surat Perjanjim tersiebut ayat {5} pasal ini, ditanda tancant oleh Kepzla Birg
PerekonomianfBagizm Perekonomian can Penyewa alau Penggunsusah2an scita
diketahui Kepaa Daeirah at2u pejabat yengditunjuk olehnya;

Hasil sevva atm pemoaunzocszhazn Bzassana diselorkan ensnuhnayve oada e

(1.

{25

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 39
Pengawasan pelaksanaan penéelolaan barang milik Daerah dilzkukan ofth Kepala
Unit/Kepala Satuan Kerja;

Inspektoral Wilayah/Daerah melskukan pengawasan/pemeriksaan terkadap ter-
lib dan terselenggaranya pelaksanaan pengelotaan barang milik Daerd dengan
sebaik-baiknya dan selanjutnya metaporkan hasilnya kepada - Kepats Daerah;

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini ditentukan ol Menterr
Datam Negeri;

Semua ketenivan yang Lertentancan dengan Peraturan Menteri ini ding2lakan ti-

dak beriaku lagi. '

Peraturan Menteri Dulam Neger. ini mulai berlaku sejzk tanggal étetapkan.

JAKARTA
1 September 1879

Ditetapkan di :
Pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

nd.

AMIRMACHMUD



